BUPATI ENREKANG
PROPINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR & TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 134 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM BAGI PEMERINTAH DESA

Menimbang

Mengingat

DALAM LINGKUP KABUPATEN ENREKANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan,

penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan
keuangan desa bagi perangkat desa, sehingga perlu
melakukan penambahan jenis standar biaya umum yang
berlaku di desa;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan bupati tentang
perubahan atas Peraturan Bupati tentang Standar Biaya
Umum Bagi Pemerintah Desa Dalam Lingkup Kabupaten

Enrekang.

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor







‘

65731,

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 65731;

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam







Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)

sebaaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

‘,‘ tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

‘ Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
. Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 134 TAHUN 2019 TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM BAGI PEMERINTAH DESA LINGKUP

. KABUPATEN ENREKANG.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun
2019 tentang Standar Biaya Umum Lingkup kabupaten
Enrekang (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2019
Nomor 134), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan angka 19 Pasal 1 dihapus dan menambah 1 (satu)
angka yakni angka 20 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1
1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang







10.

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah
daerah

Bupati adalah Bupati Enrekang,

Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan  masyarakat setempat = berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu
perangkat Desa  sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan
bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat,

Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD
adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus,
Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya
disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil
dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah

dan ditetapkan secara demokratis
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12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa,
yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa
yang karena jabatannya mempunyai kewenangah
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan
Desa

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah

Pelaksana  Pengelolaan  Keuangan Desa, yang
selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa
yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa
berdasarkan keputusan kepala Desa yang
menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD

Sekretaris Desa adalah perangkat Desa
yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat
Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD
Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur,
adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai
unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas
PPKD

Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi,
adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai
pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD

Standar Biaya Umum adalah biaya setinggi-tingginya
dari suatu barang dan /atau jasa baik secara mandiri
maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh
keluaran tertentu

Honorarium adalah pemberian penghasilan dan /atau
imbalan selain gaji dan tunjangan sehubungan dengan
jasa atau suatu kegiatan yang dilaksanakan

Dihapus

Staf Perangkat Desa adalah Staf yang diangkat oleh
Kepala Desa untuk membantu Kepala Urusan, Kepala
Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan

kebutuhan dan kemampuan keuangan desa







2. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni
Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1) Honorarium PKPKD dan PPKD diberikan kepada Kepala
Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan

pengelolaan keuangan desa selama 12 ( dua belas ) bulan
(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan lampiran diubah sehingga sebagaimana

’ tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang

) tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

~

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang

Diundangkan di Enrekang
da tanggal |0 Jaruar 2023

TARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

BABA
BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2023
NOMOR 5%
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HONORARIUM TIM PENGELOLA PER BULAN

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR @ $ TaHdN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
ENREKANG NOMOR 134 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM BAGI
PEMERINTAH DESA DALAM LINGKUP
KABUPATEN ENREKANG

NO. KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN SATUAN / BULAN KET.
1 |Pembina Maksimal Rp 250.000
2 |Ketua Pelaksana - Maksimal Rp 200.000
3 |Sekretaris i Maksimal Rp 175.000
4 |Anggota Maksimal Rp 150.000
BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
NO. JABATAN SATURN/ BULAN KET.
PALING SEDIKIT | PALING BANYAK
1 |Kepala Desa Rp 2.426.640 | Rp 3.000.000
2 |Sekretaris Desa Non ASN Rp 2.224.420 | Rp 2.250.000
3 |Kepala Seksi ( Kasi) Rp 2.022.200 | Rp 2.025.000
4 |Kepala Urusan ( Kaur) B Rp 2.022.200 | Rp 2.025.000
5 |Kepala Dusun Rp 2.022.200 | Rp 2.025.000
BESARAN TUNJANGAN JABATAN
NO. JABATAN SATUAN / BULAN KET.
1 |Kepala Desa Rp 2.500.000
2 |Sekretaris Desa B Rp 650.000
3 |Kepala Urusan Keuangan / Bendahara Rp 400.000
4 |Kepala Urusan Perencanaan dan Umum ( Dua Urusan ) Rp 400.000
5 |Kepala Urusan Perencanaan o Rp 400.000
6 |Kepala Urusan Umum Rp 150.000
7 |Kepala Seksi Rp 150.000
BESARAN TUNJANGAN JABATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD
NO. JABATAN SATUAN / BULAN KET.
1 |Ketua - Rp 650.000
2 |Wakil Ketua Rp 500.000
3 |Sekretaris - Rp 400.000
4 |Anggota Rp 350.000
5 |Staf Administrasi Rp 200.000
HONORARIUM PKPKD / PPKD per BULAN SELAMA 12 BULAN
NO. KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN SATUAN / BULAN KET.
1 |Kepala Desa selaku PKPKD Maksimal Rp 300.000
2 |Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD Maksimal Rp 275.000 IR
3 |Kaur Keuangan selaku pelaksana fungsi kebendaharaan Maksimal Rp 250.000
4 |Kasi/Kaur sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran Maksimal Rp 225.000
HONORARIUM STAF PERANGKAT DESA
NO. KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN SATUAN / BULAN KET.
1 |Staf Perangkat Desa Maksima| Rp /300 000

558 }BUPAT ENREKANG
; IMIN BANDO
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